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ABSTRAK 

Alfina Damayanthi : Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak 

Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Asas Kepatuhan di 

Samsat Tanah Datar  

Pembimbing  : Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd 

Besarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Tanah Datar 

mencerminkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar 

memberikan insentif berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi 

Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan belum dilunasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Penghapusan Sanksi 

Administrasi tersebut ditinjau dari Asas Kepatuhan serta dampaknya terhadap 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor 

UPTD PPD Samsat di Batusangkar. 

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang 

bertujuan untuk mengetahui dampak dari Kebijakan Penghapusan Sanksi 

Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Asas Kepatuhan di Tanah 

Datar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah 

data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi 

sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dampak Penghapusan Sanksi 

Administrasi PKB terjadi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di 

Tanah Datar dengan penerimaan selama tiga bulan kebijakan sebesar Rp 

8.078.281.150 sedangkan tiga bulan sebelum kebijakan sebesar Rp 7.240.906.400. 

 

Kata Kunci : Insentif Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi, Kepatuhan 

Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang 

digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara dengan menempatkan 

motor penggerak pembangunan pada tingkatan yang paling dekat dengan 

masyarakat yaitu pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal dilakukan dengan 

dasar prinsip money follow function. Instrumen utama yang digunakan, yaitu 

pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak 

(taxing power) dan transfer ke daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. 

Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan 

layanan publik didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada 

pemerintah daerah. Hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang 

pemerintah daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 

(https://djpb.kemenkeu.go.id/, 2022). 

Pelimpahan kekuasaan tersebut memberikan keleluasaan daerah dalam 

mengelola pendapatan dan pembiayaan daerahnya. Di Tanah Datar komponen 

kedua terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada pada sektor pajak 

daerah. Pada tahun 2021, PAD Tanah Datar kompenen pajak daerah sebesar 

Rp 20,31 Miliar, sedangkan komponen lainnya yaitu retribusi daerah



 
 

2 
 

 
 

sebesar Rp 6,05 Miliar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sebesar Rp 16,38 Miliar dan lain-lain PAD sebesar Rp 78,66 Miliar 

(https://djpk.kemenkeu.go.id/, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak 

daerah memiliki potensi yang dapat digali lebih dalam untuk meningkatkan 

pendapatan daerah guna membiayai belanja daerah untuk pembangunan. 

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan 

daerah, dari masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan, jika 

masyarakat tidak membayar pajak akan membawa dampak bagi kelangsungan 

pembangunan, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan semestinya. 

Berdasarkan Tabel 1 dibawah ini, dapat dilihat bahwa sebagai salah satu jenis 

pajak provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki kontribusi yang 

besar dalam komponen penerimaan pajak daerah di Tanah Datar. 

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan Jenis Penerimaan Tahun 2021 di UPTD PPD Samsat 

Tanah Datar 

No Jenis Pajak Target 2021 Realisasi 2021 % 

I PKB 28.126.001.000 30.007.014.450 108,59 

2 BBNKB 12.432.688.000 14.524.359.300 116,82 

JUMLAH 40.558.689.000 44.531.373.750 109,79 

Sumber: UPTD PPD di Batusangkar (2022) 

Jika dilihat dalam Tabel 1 diatas, Pada tahun 2021 penerimaan PKB 

ditargetkan Rp 28.12 Miliar dan terealisasi sebesar Rp  30.07 Miliar. Hal ini 

mencerminkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang cukup 

besar sebagai salah satu penyumbang PAD dalam meningkatkan pendapatan 

daerah di Tanah Datar. 
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Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat diatur 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak pada pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau 

menguasai kendaraan bermotor. Salah satu daerah yang terus berupaya 

meningkatkan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor adalah kantor 

UPTD PPD Samsat Tanah Datar yang beralamat di Jl. Sultan Alam 

Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar. Tanah Datar merupakan salah satu 

kabupaten di Sumatera Barat yang jumlah pemakaian kendaraan bermotor 

cukup banyak, terkait hal tesebut dengan banyaknya kendaraan bermotor dapat 

membuat pendapatan asli daerah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor 

meningkat. 

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis  Kendaraan Tanah 

Datar Tahun 2018-2021 

Jenis Kendaraan 2018 2019 2020 2021 

Bus 7 578 8 000 8 291 9 094 

Sepada Motor 50 806 47 667 45 017 47 438 

Truk 1 129 4 086 3 938 4130 

Mobil penumpang 4 199 1 314 1 306 1 353 

Jumlah 63 712 61 067 58 552 62.105 

Sumber: UPTD PPD di Batusangkar (2022) 

Tabel di atas merupakan data kepemilikan dan jenis-jenis kendaraan yang 

terdata di kabupaten Tanah Datar dari jenis transportasi umum sampai 

kendaraan pribadi, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya volume kendaraan 

bermotor pada Kabupaten Tanah datar bervariasi peningkatannya.  Namun,  

dengan peningkatan variasi kendaraan bermotor yang terdata di Tanah Datar 
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juga ditemukan masih banyaknya wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak 

kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah unit 

tunggakan setiap taahunnya yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel 3. Kendaraan Belum Daftar Ulang Jatuh Tempo Tahun 2018-2021 

No Tahun Jumlah/Unit 

1 2018 3.688 

2 2019 5.167 

3 2020 7.179 

4 2021 8.108 

 Jumlah  24.142 

Sumber: UPTD PPD di Batusangkar (2022) 

Pada Tabel 3, masih terdapat tunggakan pajak yang terus meningkat 

setiap tahunnya dan tunggakan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 

8.108 unit dari semua jenis kendaraan. Tunggakan pajak tersebut menghambat 

pendapatan daerah di Tanah Datar, potensi penerimaan yang seharusnya  dapat 

diperoleh menjadi tidak didapatkan. Masalah yang dihadapi oleh UPTD PPD 

Samsat Tanah Datar dalam memungut pajak yaitu masih terdapat Wajib Pajak 

yang belum patuh. Akibat dari hal tersebut, pemerintah dirasa perlu melakukan 

upaya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah guna pembiayaan daerah 

demi melaksanakan pembangunan daerah. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tanah Datar dalam 

mengoptimalkan pendapatan daerah serta mendorong masyarakat untuk 

membayar tunggakan pajak yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa 

kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB dengan 

mengeluarkan Surat Peraturan Gubernur Sumbar No. 41/2021 tentang 
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Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan yang 

dilaksanakan berlaku sejak Oktober 2021 dan berakhir pada Desember 2021 

diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya 

untuk membayar PKB sehingga dana yang masuk ke dalam kas daerah dapat 

bertambah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. 

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak 

Kendaraan Bermotor ditinjau dari Asas Kepatuhan di Samsat Tanah 

Datar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, masalah yang akan 

dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) ditinjau dari Compliance cost, Tax Regulation, dan Law 

Enforcement? 

2. Bagaimana dampak dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi 

terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten 

Tanah Datar? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian yang tercermin dalam 

rumusan permasalahan diatas yaitu : 
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1. Untuk mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak 

Kendaraan Bermotor ditinjau dari Compliance cost, Tax Regulation, dan 

Law Enforcement. 

2. Untuk mengetahui dampak kebijakan penghapusan sanksi administrasi 

terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten 

Tanah Datar. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis  

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis 

mengenai bagaimana kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) ditinjau dari Compliance cost, Tax Regulation, 

dan Law Enforcement. 

2. Bagi Kantor Samsat Tanah Datar  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Samsat, 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami kebijakan 

penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditinjau 

dari Compliance cost, Tax Regulation, dan Law Enforcement. 

3. Bagi pembaca 

Dapat dijadikan referensi bacaan serta dasar untuk penelitian lanjutan 

untuk generasi tahun yang akan datang, serta untuk mendapatkan informasi 

mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) ditinjau dari Compliance cost, Tax Regulation, dan Law 

Enforcement. 
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4. Bagi Universitas 

Hasil dari penilitian diharapkan dapat memberikan kontribusi serta 

pemahaman bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kajian terhadap 

pemberian insentif pajak dengan memberikan kebijakan penghapusan sanksi 

administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 


